BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.305, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Pemilu. Kepala
Daerah. Pedoman.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwa ketentuan Pasa 8 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan
umum Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah
menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan
pemilihnan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaa
Daerah sesua dengan tahgpan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa
tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Proving
dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis
untuk tigp-tigp tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provins
dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,
dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal
73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal
79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan
penghitungan suaradi tempat pemungutan suara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan
huruf c telah diterbitkan Peraturan Komis Pemilihan
Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d, serta dengan memperhatikan perkembangan
keadaan berkenaan hal-ha vyang bersifat teknis,
dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
20009 tersebut;

bahwa berdasarkan ha-hd tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
Komis Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Pedoman Taa Caa Pdaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepaa Daerah dan
Wakil Kepada Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Proving, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
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Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal  Komiss  Pemilihan  Umum,
Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provins, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komis
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2010 tentang Penetgpan Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20
Mei 2010;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN  SUARA  PEMILIHAN  UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

Pasdl |

Bebergpa ketentuan dalam Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 72
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, diubah sebagal berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 10

(2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.”

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga ketentuan Pasal 12
ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 12

(1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan
penghitungan suaradi TPS dari PPS, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;

c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap
untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta
kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :

1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;

2) adat pencoblos dan aas pencoblosan surat suara masing-masing
2 (dua) buah;
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3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak
15 (lima belas) buah;

4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di
TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);

5) dat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat,
label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan
di dekat pintu masuk TPS;

e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang
dibuat oleh PPS;

f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal
saks sebanyak sesuai keperluan;

g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;

h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan
suaradi TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan

I. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong
plastik transparan.”

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf aangka 2) dan angka 3) diubah, sehingga
ketentuan Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

(2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :

a. apabila KPPSterdiri dari 7 (tujuh) orang :

1) Ketua KPPS sebaga anggota KPPS pertama bertugas memimpin
rapat pemungutan suara;

2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga membantu ketua KPPS
di megja pimpinan menyiapkan berita acara beserta lampirannya,
salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;

3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan
masuk TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih, dan
membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan
untuk memberikan suaradi TPS;
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4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang
menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang
akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan
tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;

5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan
keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat
pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus
kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan
Suaranya.

. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam

merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;

. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima

merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan
Anggota KPPS ketujuh; dan

. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban

dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu
orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan
pintu keluar TPS, yang dilaksanakan olen Anggota KPPS keempat
dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua
KPPS.”

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal
15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

(1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan

(2)

suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah
kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda
terima surat pemberitahuan untuk memberikan suaradi TPS.

(3) Apabila pemilin tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat

menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS
kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta
menandatangani tandaterima
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(4) Dalam Model C6 - KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk
memberikan suaradi TPS."

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut :
“Pasal 16

Pemilih yang sampa dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, diberi
kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya
24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan
kartu pemilih.”

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 17
berbunyi sebagal berikut :

“Pasal 17

(1) Pemilih yang sampa dengan berakhirnya waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6 - KWK.KPU,
melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu
pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan
Suara.

(2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar
pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.

(3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap,
Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat
pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU).*

7. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasa 18 ditambah ketentuan baru,
menjadi ketentuan Pasal 17A, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17A

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum
dalam data pemilin/DPS dapat memberikan suaranyadi TPS.

(2) Apabilanama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua
PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 — KWK.KPU).”

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b diubah, sehingga ketentuan Pasal 26
ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
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“Pasal 26

(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagamana dimaksud
dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :

a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saks
pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim
kampanye pasangan calon;

b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya
diatas megja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi
dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan
administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;

c. memperlihatkan kepada pemilinh dan saksi pasangan calon yang
hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian
menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di
tempat yang telah ditentukan;

d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang
hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan
disegdl;

e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat
suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih
yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan

f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam
daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.”

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 29

(2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih,
dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam formulir Model C8 - KWK.KPU.”

10. Ketentuan Pasal 35 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 35

a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang
formulir Model C2 - KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk
saks diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara
dapat diikuti oleh semuayang hadir dengan jelas; “

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga ketentuan

Pasal 38 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
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“Pasal 38

(2) Dalam ha KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas
ditetapkan :

a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota

b.

KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suaradi TPS;

Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan
formulir Model C1 - KWK.KPU,;

Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima,
bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara
yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir
hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 - KWK.KPU) ukuran
besar;

Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah
diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh
masing-masing pasangan calon; dan

Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas
petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas
keamanan TPS.”

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39

(1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu
oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan

b.
C.

pelaksanaan penghitungan suaradi TPS dimulai;
membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan
meletakkan di mga KPPS;

menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah
tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;

membuka tigp lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang
terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir
perolehan suara untuk setigp pasangan calon yang dicoblos;
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f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagamana
dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil
penghitungan suara untuk pasangan cadon (Modd C2 -
KWK.KPU); dan

g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang
disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.

Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil
pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27.

Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil
pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus
secara garis lurus(simetris) sehingga mengakibatkan surat suara
terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah
sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.”

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(5)
(6)

“Pasal 41

Keberatan Saksi Pasangan Calon sebaga mana dimaksud pada ayat (4),
dicatat dengan menggunakan formulir Model C3 - KWK.KPU.

Apabila tidak ada keberatan Saks Pasangan Calon atau warga
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau
tidak terdapat kgadian khusus yang berhubungan dengan hasil
pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap
mengis formulir Model C3 - KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL”
padaformulir Model C3 - KWK.KPU.*

14. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)

“Pasal 44

Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat
ditandatangani olen saksi pasangan calon yang hadir dengan
menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau.”

15. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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(2)

“Pasal 45

KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, beris
Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administras pemungutan dan penghitungan suara kepada
PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat
pengantar/tandaterima (Model C9 - KWK.KPU). “

16. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

" Pasal 46

KPPS waib memberikan salinan Berita Acara (Model C -
KWK.KPU), Cacatan Hasll Penghitungan Suara (Model C1 -
KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran
Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon
yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melaui PPS
masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu)
rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum.

PPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1 -
KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS
dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model
Cl - KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara
menempel kan pada sarana pengumuman desa/ kelurahan. ”

17. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

“Pasal 51

Pemilih yang menjalani rawat ingp di rumah sakit, memberikan suara
di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan
ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut
menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani
rawat ingp di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara
d TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang
bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah
tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah
paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk
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melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam
membeikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pembagian kerja Anggota KPPS pada |lembaga pemasyarakatan/rumah
tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Ketua
KPPS.

Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
" Pasal 56

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
sebagai mana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk
formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai mana dimaksud dalam Lampiran |V Peraturan Pemerintan Nomor
6 Tahun 2005 sebagal manadiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008.”

Diantara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 ditambah ketentuan baru,
menjadi ketentuan Pasal 56a, berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 56a

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah
sebagai mana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pada BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN ditambah 4 (empat) ketentuan
baru menjadi Pasal 57a, Pasal 57b, Pasal 57¢, Pasal 57d, dan Pasal 57e
berbunyi sebagai berikut

“Pasal 57a

(1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama antara Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPPS
menerima aat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan
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(2)

suara di TPS untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota.

Apabilaterjadi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
di TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama antara Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, untuk tertib
penyelenggaraan KPPS mendahulukan kegiatan penghitungan suara
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 57b

PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara, melakukan kegiatan :

a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan

penghitungan suara;

c. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan surat suara

(1)

(2)

dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suaradi TPS.

Pasal 57¢

Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya
masa kampanye sampa dengan hari dan tanggal pemungutan suara
meningga dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan
ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :

a KPPS d wilayah keja KPU Proving dan/atau KPU
Kabupaten/Kota membuat pengumuman yang menyatakan bahwa
pasangan calon dinyatakan gugur;

b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada
tiap TPS;

c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah
dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada
surat suaratersebut dinyatakan tidak sah.

Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya
masa kampanye sampa dengan hari dan tanggal pemungutan suara
meningga dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan
ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku
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ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Penundaan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagal mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPUProvinsi/KIP
Provina dan/atau KPU Kabupaten/KotalKIP  Kabupaten/Kota
diwilayah KPU Proving/KIP Provins yang bersangkutan, dengan
tetap memperhatikan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 57d

KPU Provinsi/KIP Provinsi berkewgiban menyampaikan laporan
tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada
KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawas| u.

KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupatern/K ota berkewgjiban menyampaikan
laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suaradi TPS kepada
KPU dan KPU Proving/KIP Proving serta menyampakan tembusannya
kepada Bawadu.

Pasal 57e

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provins Nanggroe Aceh
Darussallam, berlaku Peraturan ini dengan ketentuan :

a. perkataan KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota di baca KIP

Proving dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provins
Nanggroe Aceh Darussallam;

berkennaan denga formulir Seri A sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini  disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.”

Diantara BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN dan BAB VI KETENTUAN
PENUTUP ditambah bab baru menjadi BAB VA KETENTUAN
PERALIHAN terdiri dari Pasal 57f, berbunyi sebagal berikut:
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“BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57f
Dengan berlakunya Peraturan ini :

a KPU Provins/KIP Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang pada saat Peraturan ini berlaku sedang dalam
proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, mengacu
kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

b. KPU Provinsi/KIP Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang
bersangkutan dengan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, apabila telah
menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap
menggunakan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara.”

Pasal ||

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komis
Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal |11
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 24 Juni 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.

Diundangkan di Jakarta
padatangga 24 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2010

CONTOH JENISFORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Modd C-KWK.KPU : Berita acara pemungutan suara dan
penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara.

2. Mode C1- . Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
KWK.KPU penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara.

3. LampiranModel C1 : Sertifikat hasil penghitungan suara untuk
- KWK.KPU pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

4. Mode C2 - . Hasil perolehan suara untuk tigp pasangan
KWK.KPU (Ukuran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Besar) di Tempat Pemungutan Suara.

5. Model C3- . Pernyataan keberatan saks dan keadian
KWK.KPU khusus yang berhubungan dengan hasil

pemungutan suara dan Penghitungan suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

6. Model C4 - . Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran
KWK.KPU IS, identifikasi jenis dokumen, dan
penghitungan jumlah setigp jenis dokumen
untuk  pelaksanaan  pemungutan  suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
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Modd C5 -
KWK.KPU

Modd C6 -
KWK.KPU

Model C7 -
KWK.KPU
Model C8 -
KWK.KPU

Modd C9 -
KWK.KPU

Model C10 -
KWK.KPU
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: Penggunaan surat suara cadangan dalam

pemungutan suara di Tempat Pemungutan
Suara.

. Surat pemberitahuan  waktu dan tempat

pemungutan suara.

. Surat pernyataan pendamping pemilih.

. Daftar nama pemilih yang memberikan suara

dari TPSlan.

. Surat pengantar penyampaian berita acara

pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS.

: Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasl|

Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.
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CONTOLL MODEL C - KWK KFPD
i 3 )

BERITA ACARA
FEMUNGETAN STUARA DAN PINGIIITUNGAN SUARA
PLMILIIIAN UMUM KEPALA DAERAH AN WAKIL KLPALA DATRAIL
I3 TEMPAT FEMTUNG UTAN SUARA

Faca bari ini oo tangial s Tilen e tabun duaa ik
Eclompok Penyelenggara Pemumgnetian Suara [KPES) melaksanakan rapab pemuigulin suara
Fernilihan Umum Fepala Dacred Jdio Wakil Kepala Daezah vang dibaclini oleh sakst pasangar

cilon, panitia penpawas lapanan, pemantau can wirga masyarakiot berlermpal di

Tempas Pemungutan Suira (2FS)
TS/ Deva, Kelrahan
Eoramatan

[al:upaten/ Kot

[Prewinai
‘I alah muluksanaxan kegiatan sebigad Lerikug:

L Poranguan Suor
A Persiopan (Pukol 06.00 =/ o 07,005

1. Pamuriksans TPS, pemasangan Dafter Calon Kepala Daerah don ¥akil Kepalo
Dasrah, muletakkan bilfk suara dan kotek suara sesual dengan bempat vang telan
dlitenakar;
Perannedlan pemilih untak memasoki TPS. seba nyak tempat duduk yang
disediukary dan
3. Penerimian saksi sesnai dengan surat mandat dari Tin Pelaksan Kam panye.

k2

. Tuluksanaan pemungeian suara Fokod 7005/ d 13,00

. Fetus XPPS membuka Rapat Peenungutan Suara pacda pubuad B7.00;

2. Pongucapan sumpah/javii Anggola KI'P5, dipandu alzh Ketua =FPS;

3. Pernbukusin kotak sware, pengeluaran seluruh isi kotak suala, pengidentilikasian
jenis dokamuen dan peralatan serta penghilungan jumlsh seliap jeanis dukunen
lun peralatan;

4. Kotan EPPY mengumurkan judah pemilih yang tercantum dalam salznan dafas
prmdlib tetap unituk TPS; dan

5. Kelui KFFS muemberikan penjelasan mengenad ok cara pemusygulan suaraf
puilzerian suara kepada pemclih yang ha dir.

(" Pemberian suara vleh pemilit berdasarian prinsip urali kehadizan.

L Paclin pokul 13000 Zebaa BPPS mengooidrxan rapal poidnguian suam Ledal selesai
dun Jilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
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1. Panghinengan Snara (ooaded pukbal 13.005540 .00

A, Pomsiopon sivbchun peliksanaan penghitungan soara KPPS melaknkan kepiatan

senapai berihuat

1.

“enpuomuenkar dan mencalat jamlah pemiiih yang memberikan suara don vang
ddak memberikin suara berdasarkan aalinan Taftar Temdlih Tetup uctuk IR
sarta jumlah peonilib clisn TFS lain:

*denguenumkan dan mencatat jucnlal surat suara yang, tidak berpakas, sural silard
vany clikembalikan oleh pemilin karena rusak atau keliro dicablos serlo
peTpunEan sUfat $uara fmbahan; dan

viemasang catadan hasil peroizhan suara wnbuk liap FPasengan Calon Eoepalo
1Jaarsh dan Wakil Kepala Dasrah v Tempat Pemuangulan Suara (Wodel C2-
W P ukuran basar,

8. Tolksuaan penghitungen suasa.
KPS melakukan kegiatan sebugad berikul

L.

i

sernbuka kokk swars, menghitung, meneliti den mencotot juodal surat suarn
wang dipunakan vleh pemilib:

Menguenumkan dan mencalat surab suara sah vang dipervleh masing-masing
pasungan calon Kepala Davrab dan Walkil Kepala Dacrah: dan

Mengumurnkan dan mencatat sucat suara yang Hdak sah.

I, A. lLampiran Berila Acara

1.

L

h.

Cotaten Pelaksanaan Pumnungatas Svara dun Penghitungan Suurs Urluk
Pemiliban Ummnmn Kepala Daerah dan Wakil ¥epala Dacrah Qi Tempat
Pemuegulivn Suara (hedel O - KWK "

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemiliban U Kepals Daerall dan 1Wa kil
Fepala Dagtah di Tempat Pemunguton Swiea {Lampiran 3odel C 1 - FIWE_ET;
Hasil Perslehan Snara Untuk Tiap Pasanyan Calon Kepala Duerah dan kil
Kepala [Dzerah di Tompat Pemungulan Swarz [Model C 2 - FWECETL) ukuran
bizsar;

Pernyatann Keberatan Suksi dan Kefedian Khusus Yang Beshubungan Tengan
Maad Pemungotan Sua dan Penghitungan Suara Pemilinan Umam Kepala
Dacrah dan Wakil Fepala Dastah i Tempat Pemunguban Suara (bodel © 3 -
KWK

Calatan Pumbukaan Kok Suara, Pengreluaran 1si, 1dentfikasi |enis Dlokrmrs,
dan Penphitungan Jumlah Setiap Jonis Dokicmen Unluk Peleksanuan Pemungubar
Suara Pemiliban Unmm Kepald aeah dan Wakil Kepala Dasrah Jdi Tengal
Fenwnputan Suara Mdedel C 4 - KW R.RPUY

Pengyunaan Surat Suara Cadangan Dalam Fenunguean Sukwrit <8 Tamnpat
Torenanpittan Suara (Model C 5 - KWE KPUY;

L. Lacapiran et Acara sehagaimeues dicnaksod padi Aurn! A merupukan bagian yanyg
Hilak serpisahkan Jarl Berita Acara .

TV. Kelengkapan administrasi lain yang lidak termasuk dalam Lamgiran Herita Swant dan
Uikirirmkan kepada PFS:
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W,

Ml

N

farat Pemberitahuan Waka dan Tempet Peowengutan Suars (Whedel © 6 - EWEETL)
vany diterima KI'FS dari pemilih:

Surat Pernyabian Pendamping Pemilib {Medel © 7 - KIWEKPU) yang diterima KIPPS
dari pemiliby

Draftar Mama Pamilibh Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model 8 - KWIRLETL);
Gurat Pengantar {Model C9 - KAEEPU) dan

Tanda Terima [ Model C 10 - E2NVEEFIU).

Punysmpadan Jerita Acara dan Lampiran hodel C1 < KWEKPL

A

Borila arara pemunpuian suar don peonghdlengan suass i TPS beserta lampiranmyi
LA e (o) TR
1. 1 izaln rangkap unfuk Faniba Pomangutan Suara;
2. 1 satr) rangkap untuk Panitia Perifiban Kecamatan (FFE) meladnd Pacdtis
Femunygutan Swara (PP5); dan
3 fod anghkap untuk masing-masir g saksi pasangen calon Kepal Dacnih dan
calom YWakil Eepala Daceah vang hadir
4, 1 (sam) rangkap untuk Pengavras Pemilu Lapangan.
Soptifikar Hast! Penghitungan Suara Pemiliban Umum Kepula Daerah dan Wakil
Fepala Taerah Jdi Tempat Pemunguten Suara (Lompiran Model © 1 - KWEETT
salain hal tersebut pada harol A 1 (sat} ranghkap uotek pengoneman J PEFS,
KLLOMPOK PENYELENGCARA PEMIUNGLTTAN SUARA
Tabatan MNAMA TANDATAMNGAN
Argpnka P
Anggoll e [ vt e e
Angreola e e e e e P |

Salesi-sakoni dard pasangan calon Kepala Daerah dan calon Walil Kepala Daerah

Saksi dari nomor wrr
pasangan calon K:pala

v \ Tanda Tangan
Nama Draerah dan calon *Yakil B2
Kuepala Dasrah
I -
........................... I wid
........................... [ !
i ;
i ]
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MODEL C1 - KWE.KFU

CONTOH

CATATAN PELAESANAAN
PEMUNGUTAN SUARA T AN FENGHITUNGAN SLARA
PEMILIITAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAFRAH
THTEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Temiidum Limuwm ¢ Cubernue dun Wikil Gubernwer fBupati dan Wakil
Buapati/ Wali calz dan Wakil Waliketa ™)

Tempat Pemunputan Suara (U5 0

DesasFelurnhan ®)

BB ATATITL

Babupaten Kola %)

[rovine

| A Data Pemitih

EKELTCREANGAM

PN URAIAN

1. | T.;u:r'..ah |‘|=r'n1|1'h dalarn Salinar Daftar T’r“l‘!"l]ﬂl i
Teta; it fDPT] ’LE kA 1l.| T

s ||J11.]ah 'FE]ILIJ_'l dalam Salinan DPT 'n’u‘|,

menggunikan hak pilih,

lirdah Pemilh dalan Salinan DPT ey |

| Lidak menprunakan Lk pilih [

1. | Taerdubi Peanilil davt TS Lain

LAKI-LAK] | FEREMFPOAN jU\'lL.'"LlI [J -1]

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suar:
' UI{ALM\

JUMLAIT
L -

1. . Sural suara yang 'iI]tw.f]]'I‘l-.i [ b ma_-u.k Lw;tmganj _ k
2 | Sugal suara yang terpakal (4.2 - Ad) i
A, Surat suara vang dikembalikan oleb pl_m.l.Ll.E'l xarens msak alaw kelim

' | elivokics.

I 4 | Gurat suara yang tidak ix_*r_p.ﬂali. [B- [132-!-]3:!-] |

€. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi su ra sah dan tdak sah ' _!
| Nao URALAN ILAH
L i P s i R T

l . .*-11.:|1|t HLIArE qalﬁ 1_|_|:'|.1:u]n: 5L '|1.|.J'|1. pasamgian .Lll‘m tiealsl. DdLmh dan
Wak:] Kepula Deervab. [ditsi dari Huref 4 Medel C2 - KWECETT |

| 2. Surat suarn lidak sah. {diisl dori Hueod BMacel C2 - KWK KT}
&’ ]u mlah Suara Sub dan tidak Sah (C1-C2) = i

KELOMPOK PENYRELENGGARMA
FEMUMNGLUTAMN SUARA
KETLIA,
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CONTOH

LANMFITA™MN
MODEL CL - KWEKFL

SERTTFIKAT HASIL PFENGITTUNC AN SUARA
UNTUK FASANGAN CALON KLTALA DATRALL DAN WARIL
KFPALA DAERARI DI TEMPAT PEMUNGUTAN STTARA

Perailihan Lmiwm : Gabernur dan Wakil Gebernuer fHopat dan Wakil
Rupatis vwwalil:otn dan Wakil Walikota <)

Tempat Parmumgetan Suara [TT5)

esa Kaleraban ™)

Krramatan

Kabupiten,/ gals *)

Prisweinsi

A SUARA SAT) (Ditsi clari Huruf A Wodel © 2 - CWEKPL)

PeOBOR TIAN NAMA
FASANGAN CALOGN
KLVALA TIAFRAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
SRR B e

PEROTFHAN SUARA SAL PASANCGAN CATON
ETTALA DAERAH DAMN WAKIL KEPALA
DAERALL

ég y
5

Tulis tlengar ang ka

Tuls dengan angka

dan Tulis denpgan horuf
A i P o
| . Tulis denyan impgka
I | dan Tulis dengan huraf :
1 ’ |
3. ) |
!

dan i Tulis dengan huruf

Turhia denyran aog ki

Jan Tulis dengan huew!

. Tumhih Peralehan Suura Sab untok | Tulis dcn.ga:‘t enpka
Selurub: Fazanpan Calom

Tulis dengan burof |

| R i

*1 Covet yany tidak perlu

T TANIIA TANGAN KPP _ _

TANDA TANGAN SAKS] PASANGAN CALUM KRPALA DAERAH L.J'A.N WAKIL KEPALA DAERALI

T S Y | PR R L
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. SUARA TIDAK SAIT (Diisi clazi Hurof B Madel 72 - KWE KLU

MLAH SUARA T

e

i'lu.i.is-.imtgauumgka D e

Tulis denean bt
SUAaRA TIDAK SAH

. JUMLAIL SUARA SAH dan TTDAK SATI

N URAIAN

K | Tulis dengan angka

JUMTLAIISTIARA S4AH dan TiTRA
SAH Tulis denan huret RSP |

— . i

Catalan @ Apabila teedapat kesalshan peoulisan angka dan burud dalam kolom 5, dicvrel
awigka dan hurf yang salal, kemuodian angka dan hurof yang beoar diparbaik:
dan hanes diparal ¢leh Kamua KITS.

KELOMPIOK FENTFLFNGGARA PEMUNGUTAN SUARA

LN Jabatan MNAMA TANDA TANGAN

1 Eoha PP

B

i

fi Angrok PP PP

Saksi-salsi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala iDacrah

Saksil dari nomeor urut
pasangan calon ¥K:pala
Maerah dan calon “Aakil

Kepala Daeral

K. Mama Tanda Tangan

=
—

i

a1
v
—_


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.305

EGNTDH _

26

MODEL C2 - KWK KPU
LKURAN BESAR

ITASIL PEROLEILAL STUARA UNTLK TIAT
I"ASANGAN CALON EITALA DALRAH AN WAKIL KEPALA DAERAIT
THTEMPAT PEMUNGLTAN SUARA

Peredlibian Lmuam

I'smipat Pemungutan Sunm [TTS)

Desay Keluralan *}
Keczmatan
Kahupawen/Kota 7
Trovinsi

A SUARA BATI

: Goubermnur da Wakil Guoermer S Bupab dan Wokil
Bupali/ Walil:nta dan Wakil Waltkota ™)

MEIMCHE TIAN AN

FASANGAN CALON
KEPATLA TAERAH DAN
WAKIL EFPALA DAERA

FLROLETTAS SUARA PASANGA™ CALUN KLFALA
DAERAH Tra™ ¥IAKIL KETALA DALRALE

LI

CIADR

TUMLAH

TIAPF BARIS |

—

TRHE
| ’ —

’ ! i -

1 | o )

r

N [ U [ Lo
UM AT SUARA YANG TIFERDLEN MPasas AN CALON
KIFAT A PATRAH AN WAKIL EFPATA QATRAH MU 1

i I _ R |

! | |

: - |

| ]

TORILATLSLATA YANG DiFEROLEL] FALANGAN CALON
KEFaLA DAERAIL DA w AKIL KEPALA DABRAH 200 2

T - I

i [ —

— : -

T -
i
..................... I

e j— — i .

ToW T AHSL AEA FANG DIPEROE M PASATGAN CALDN
KEPAL A DA LLAH DAY WAKIL XEPALA DAFRAH XD 1
]

|UMLAH FEROLERAN SL AL SAH UHTUK S URUI FASANGAM KERALA [34EILAH
NAMN WAELESPALA DARRAH

TANDA TANGAN KPS

TANDA TANGAN SAKS] PASANGAN CATON KFFALA DAERAN DAN

a2

WaKIL KEPALA DAERALL
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B, SUARA TIDAK SATI

SUARA TIUAK SAH - ] o

[URTAM SELURUH SUTARA TIDARK SAH |

C. SUARA SATL DAN TIDAK SAH
—2 - -
| | L 341 AF SFTLRLH SUALA SAH dan TIDAK 501 (A +H) |

I — - 1

KCLOMPOK PENYTLIN GG ARA PEMUNGUTAN SUARA

L] Jabatan MAMA TAMDIA TANGAN
1. Kelua [ 1
L Al y 2l
3. Amggala [ 1
Sukai-1aksi dard pasangan calan Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Craerah
Salesi darh pomor wrat
ML Mama pasangan calon Kepa I'? Tanda Tangan
Diaeral dan calon Wakil
Kepala Dacrah
i .
2 I b
i [ K
i i ;
b, [

'ttt

1. ) Conet peng lidak perl,

2 Tada kelorn 3 dibalis tally [ 130 tiap kolom

3. Padp kolom 4 dibuliz angka

4. Apabila leedapat besilaban pendlisan angka dalans kolom 4. dicoret anpla vang salih. keoudian
anezka vang benar diperbadki dan diparaf alch Ketua EFFE

3. Apakila Pasangan Calen kurang / lebin dari d Pasang, kolem agar disesuaikan.
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CONTON] MACHEEL 3 - KYWE EKPL

PFRNYATAAN KEEERATAN SAKS] TMAN KEJALNAN KEIUSUS
YANG BERHURBDNGAN DENCAN [TASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGUITUNGAN SUARA PEMILILAN UMUM ETPALA TMAFRAH 124N

WAKIl KEPALA DACRAII DI TEMPAT FEMUNGUTAN STATLA

¢ Cubermur dan Wakil Gubernur JBuapall dan Wakil
Bupoty Walil.ota dan Wakil Walikob ™)

“ami’shar Tmum

‘lempat Permungutan Suara {THS)
Thasa S Fclurahan )

Firramalan

Fabupatn, Foa )

Frovinsi

Catalan parmataan keberatan nlak saksi dan kejadian khusas sebagai berikur

KELOM POK PENYELENGGARA
FPEMUMNGUTAN SUARA
KEVLA,

SAKSI YANG MENGATUKAN
KTBERATAN,

Bilus tidak ada kebesalan, kejadian khuaus agar diisi "NIHILY
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PACHH:L 04 - KWK KI'L

CATATAN FEMBUKAAN RKOTAK SUARA,
FENGELUARAN ISL IDENTIFIFAS] JENIS DORUMEN,
124N PENGHTTUNC AN JUMLAH SETIAF JEMS DOKUMEIN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGLUTAN SUARA PEMILITTAN UMM
KEPALA TPAERAH DAN WARKIL KEETALA DAERAH
L1 1EMPAT PEMUMGETTAN SUANA

¢ Cmbernur dan Wakil Gubernur fBopati dan Wokil

Buratiy Wilikots din Wakil Walikeea )

Tempal Pemungutan Suara (105
Desa Felurahan *)

Hrevirutli
Kabuparen, Ko *)

Trovin?

Xalenghapan administrast untak pemmugetan suara dan penghilungan suara vang dilerima

dar: 775
RO ULATAN KNILRANGCAN

1. Surarspara Pemilu Kepala Daerah don Wakil Fepala Daerah v lembasg
5 Feemnlir5en C Model C1- KWREPU s/d Model CO - . sel

EWREFL (kacuali Mol C & - KWEEKPU)

K '-ianipul T . lembar

. Alat I;.:-ml:c\blﬂ: dan alaw pu:u_'l::blaﬁ " o aet
A MI Uniim o leen har
"5 | Lemfpurckal T bt |

7 | Karteng Plastik buah
A Faret pengikal snrat AmaT) baah

I Spidal o Voo mah

107 | Tanda khasus/ Hinta )  Tuah |

13. | Ballprint selain w.arrs hitam T | bunn !

=y Coret yang tdak perlu

KELOMPOK PENYELENCGGARA
IEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
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— \
CONTORD MMODIET. 5 « KWK KFL |

PENGGUNAAN STRAT SUARA CADANGAN
DALAMPEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PTIMUNGLUTAN SUARA

Fada haré id .._.veenn ETEEAL i Bl e e EhER

v Kelompok Tenyelenpoara Pernungutan Svora [KPTS) dalam pemusgutan dan

penghitmgran suara Ji:

: Gubernur das Wakil Gubemut JEupati dan Wakil
Bupati,/ Wialilats dan Wakil Walikota =)

T Zhan Dmnoum

lempat Femungutan Juata {1175
Dieaa Kelurahan *)

Fivamulim

Kubupaten/Kota ™)

Frowvinst

Teluh menggunakan surat suara Pemiliban £ mun Fepala Dasrah dar Wakil Kepala Darmah

colangan sebanyak ... { e | Lunbiar entok menguant sural suara yang

keliru meinilih pilihenmya serk sural suara vanyg msak,

LA

EELOMUPOK PENYELENGARA
PEMUNGLUTAN SUARLA
KLTUA,

*) coret yang Lidak perlu
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CONTOH |

L .

MODEL 6 - KWE.KFU I

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTL TXAN TEMPAT PEMUNGUTAN STTARA

Palaksanasn perungutan seara Pemilihan Lmum Kepala Dacrah dan Wakis Kepala
Caesuly TPY ..., Desa/Eolieahan oo Rmamatan e

diburiliiigsan kepada

1, BMama Femililby oo

2. SJomor urtdl oo ol Salinan Jaftar Pemilib Tetap

unluk memberikan suara pada:

FlarifLangpmal vt e e

Mkl so0FAL sAd 1200

lempaty Alnmial TFS
e it g e A
KELOMPOK FENYELCMNGGARA

FEMUMNGLUTAN SUARA

KETTU A,

—

Catatan

1. Surat pemboritahuan dan karte pemilih atao indentites lainnya v sah agar dibina pada
bhari dan 1anggal pemungieian suara.

2 Perghsfungan suvara dilaksanakan setelad pukal 1300 waklo setempil campai dengan
selesar.

3. Penvandang cacat, dapat dikantu alch pendamping pemilih dengan melapothan kepada
Erlia KPPS di mengisi formulie Model CF - KWE KFU

cereetnernes PRGBSI e
TANDA TER[MA

Telah disumpaikan surat pemberitabaan waktu dan lempat pemanguean s dari
ELDS kepada

Iarna Pemilih
TIS; Desa,f Kelurahan

g LeneTion
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COMNTOH MLOINIEL O7 - KWEK.KI'L

SURAT PERNYATAAN 'ENDAMPING PEMILIH

Yang hertanda mogian dibwewial ind

Mama

Alrrat
Aras permintaan prmilil :

ama
BARTGRIS

cwenyaliban bersediz membantn mersdampingi pemilif tersebut dalam memberikan snara
Femiltun Unum Eepala Daerab dan Wakil Kepala Doerah dan bersedia menjaga kerohasiain

pilihan peendlil lerselus,
Demikian pernvataan ind dibuat dengan sebenarnva dan apubila dikenmedian b

Leprvata berbukH melanggar prenyataan i, sava bersedia muenerima segala rontubm hukiun,

LA

Yang membuat pernyataan
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MODEL CB - K¥WE.KPU

DATTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TS LAIN

: T ]E]\;]S T — y
!_\'u NAK A PEMILIH :{;TT% | NOMOR PEMILIH ﬁtﬁﬂ:ﬁf}[“n
I_ll - — -1 | . ! _— o
_________ e
|
S S S —— R
__________________________ —
A DR I
T S e e e
|
| . B S iR
R T — S [
i I
________________________________ e
i
........ |l .||l
A P R S I
R T S I A
| [ ________________________________________ b
____________ U N U S
b
| |0
L

KELOMUICK PERYELENGCGARA
FEMUNCUTAN SUARA
KETLUA,

2010, No.305
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MODEL OF - KIWHLKPL

CONTOH

Krepada
Tth, Welwa PPE e
Ferihal @ Pervampaian Berita Acaca milalal FPS covvcrsm e
pemongutan suara  dan d """"""
Juiluinzan suaza di TS "
f_:lenb Ll LA, Tempnt

Bersamna e disampaikan Beritn Acara beserta lampiran dalam pelaksanaar pemuung i
suare chan penghitungan swars <i :

Temn pat Femungutin Suara (TP e
Lesa S Kielucahan .

Eacamatin
Eabupater  Kaota
Frerinsi

Timis kelangkapan administrasi dan formulir pemuegutun saeca dan panghiningen suara di “empak
peminnsulin suara. sardici dari :

A 1. Besita Acara emunguton Buaza dan Fenghimgan Suara Pemiiihan Umum Kigala Taerah
dan Wakil Eepals (aeral di Tempat 'eorangatan Suam (Model © - KWIERPL) beserls
lammpiran :

@ Catatan Uelaksarasn Penghitungan Susra Pemilihan Upwm Kepala Dacrab dan Wakil
Eapole Tha=iah di Tempat Fenungutan Sunra (Mol el T 1 - EKWE RIS

b, Serlifikat #lasil Fenghilungan Suara Unbuk Tiap Fasangan Calnn Kepala Lacrab dz2
Wakil KL"PEIJ;A Trarrah di TPS [Lamprran Madel O F - E LK FPLY;

o Catitan Hasil Peralehan Susea Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Thaerah dan Wakil
Hupala Daerah oi 1o pat Pemungmutan Suarz {ddodel C 2 « KIWIKEPL wkuran Deszar:

d. Dernyatesn Keberatan Saksi dan Eajadian Ehusus Yang Dechubungan Dengan Hasil
Pempunynuzn Suara dan Penghituogan Suara Pemililza Drum Kepala Taerad dan
Walkil Eepala Uaceah di Temypat Pemuongulan Soara (Moue] © 3 - KWEEPU;

& Cabstan Pembubkean Ketak Suara, Pongeluaran sl Identifikasi Jenis Dokumen, dan
Penghitumgan Jurmlah Setiap enks Tolumen Lotuk Pelabsanaan femrungutan Suara
Femilihan Lo Kepale Dageah dan Wakil Fepala Lhaezah Ji Tempat Pemungulan
Suara [Model T d - KWE KLY
Tenggunaan Surak Suara Tambohan Yanpg Digunabion Sebagal Cadangan <li Tarapat
Femungutan Suard (vodel C3 - =WERPDL

Selurnh surat suara (erpaki, tidah Lepakas, kelicn Jicollos dan rusak)

Surat Memburilahuan Waken dan Tempat s mumgutan Suata {Bleded C 6 - FwE ETL

vl Franvalaan Mendamping Damilin (el ol 7 - FWE R LI

Plactar toape Pamililn ciezi T7S Ladn 3 iedel 008 Moy RN

I1ode e

B At kelenghapan TPS dan Berile Acara sebagaimana dinesud pada burof 4 dimasiubklkan ke

dalam kotik saara.
......................................... N
YANG MENTERAHKAN TAMG MEMERINMA
KELOMPOK FEMNYELENGARM PARTITA PEMUNGUTAN SUATLA,

PEMUNGUTAN SUARA

T W& A JELAS
Catatan ;

1. Lurnlar 1 unluk PPE:
2 Lemibar 2 unhuk KFFE
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CONTOT MODEL CI0 - KWK EFU

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN S5UARA
PEMILTHAN UMUM KEFALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
D1 TEMPAT FEMUNGUTAN SUARA

o 0 = [T KELURAHAMMESA (i ssmmmmnininssmsseen s assen
TANGGAL s | oY L) . o JAM i e
P ) Saksi Pasangaa Calon Kepala
KO NAMA Daerah dan Vakil Kepala TANDA TANGAN
Dacrahby Pengawas Pemilu |
1 2 - 5 i |
i T ] !
i : I !
T ) PSP URRR B (RN | |
2 [oe i
3 5 ( |
L [ }
I 1
A ! [ eed
|
\ T I i il
i
I g, | Pengawas Pemilu Lapangan | v s}

2c ...

Yang, menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGCATRA
PEMUNGUTAN STARA
KETL A,

2010, No.305
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